Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim dalam M engabulkan Permohonan
Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri
Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Mak.) = Legal Analysis of the Judge's
Decision in Granting Interfaith Marriage Application (Case Study of the
Makale District Court Determination Number: 2/Pdt.P/2022/PN Mak.)

Amelia Betrice Viosania, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920528009& | okasi=lokal

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan
pasangan beda agama, sehingga pengaturan mengenai perkawinan beda agama menjadi multitafsir. Kondisi
ini menjadi dasar isu dalam Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Mak. Para
Pemohon yang memiliki perbedaan agama memohon agar perkawinan mereka dapat disahkan oleh
Pengadilan. Atas dasar tersebut, dalam tulisan ini akan menganalisis mengenai (1) pengaturan mengenai
perkawinan beda agama di Indonesia, dan (2) kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-
undangan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022 Pn Mak yang mengabulkan
perkawinan beda agama. Untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan metode penelitian yuridis
normatif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) perkawinan beda agama berdasarkan
peraturan di Indonesia diserahkan kembali kepada gjaran agama masing-masing calon mempelai. Dimana
perkawinan beda agama tidaklah dibenarkan, sebab tidak sesuai dengan hukum dan gjaran agama-agama
yang berlaku di Indonesia. Sehingga, suatu perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi
hukum. (2) berdasarkan hasil analisis dari sumber perundang-undangan yang ada, keputusan Hakim dalam
Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Mak. yang mengabulkan permohonan
perkawinan beda agama tidaklah tepat. Sebab perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama,
sehingga seharusnyatidak dapat dicatatkan oleh lembaga negara.

...... Essentially, marriage law in Indonesia does not specifically regulate the marriage of couples of different
religions. Thus, the regulation for interfaith marriage is multi-interpretation. This condition became the basis
in Makale District Court Determination Number: 2/Pdt.P/2022/PN Mak. The Plaintiffs, who have different
religions, requested that their marriage be legalized by the Court. On this basis, this paper will analyze (1)
the regulation of marriage between different religions in Indonesia, and (2) the suitability of the judge's
consideration with the laws and regulations in the Makale District Court Determination Number:
2/Pdt.P/2022 Pn Mak which granted the interfaith marriage. To answer the existing problem, a normative
juridical research method is used. The research of this study results that (1) Indonesian regulations for
interfaith marriages are consigned back to the religious teachings of each prospective bride and groom. A
marriage between different religionsis not justified because it is not according to the laws and teachings of
the religions that apply in Indonesia. Therefore, interfaith marriage is considered unauthorized and void in
the sake of law. (2) based on the results of the analysis of existing statutory sources, the Judge's decisionin
the Makale District Court Determination Number: 2/Pdt.P/2022/PN Mak. which granted the application for
interfaith marriage was not legitimate, because interfaith marriage is not valid according to the religious law.
Thus, it should not have been recorded by state.
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